Menimbang

Mengingat

BUPATI SEMARANG

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 424 /0%6$12007
TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

(SMK) NEGERI 1 KALTWUNGU
BUPATI SEM.AR.ANG

behwa dalam rlngh mewujudkan upaya perlumn dan
pemerataan belajar bagi peserta didik di wilayah Kecamatan
Kaliwungu Kabupaten Semarang periu penambahan Unit Sekolah
Baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Neseri.

! buhm berdasarkan huruf o diatas, perlu dldh-lhn ‘Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kaliwungu;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menctapkan dengan Keputusan Bupati
Semarang;

. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan

Daerah-deerah Kabupaten Dalam Lingkungm Propinsi Jawa
Tengah;

. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Pemblhn.n

Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah swatantra
Tingkat I Semarang ( Lembaran Negara Republik Indones;
Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Repubii\l:Y
Indonesia Nomor 1652 );

. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program

Pembangunan Nasional (PROPENAS / Tahun 2000 - 2004)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);

. Undang -- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tehun 2003 Nomor 78, Tambehan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

. Undang - Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan

Dacrah (Lembaran Neguws Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rspublik Indonesia
Nomor 4437) sebagalmana telah diubah dengan Undang - Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pendtapan Peraturan Pemerintah

- Penggant! Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2Q0S .tentang

Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dnerah Menjadl Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembm Negarn chublﬂ: Indonesia qur%ﬂt)

A. Pamatiran Pamerintah



Menetapkun

KESATU

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 Tentang Perluasan

Kotamadya Daersh Tingkat 11 Semarang. (Lembaran Negara
Republik Indonesla Tahun 1976 Nomor 25, Tembahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pedoman
Pendidikan Menengah (Lembaran Negara: Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3413)) sebagaimana telsh ‘ diubah - dengan
'Peraturan Pemerintah Nomor 56 tshun 1998 tentang Perubshan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tehun 1990 tenmtang
Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembatan Negara Republik
Indonesia Nomor 3764); :

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta
Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ' (Lembaran Negara
.Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Nogara Republik Indonesis Nomor 3485); ' j

9. Peruturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan
Botas Wilayah Kotamadys Daersh Tingkat II Salatiga dan
Kabupaten Daerah Tingkat Il Semarang ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500); '

10. Peraturan  Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 lentang
Kowenangan Pemerintah dan Kewenangan “Propinsi Sebegai
Duerah Otonom (Lembaran Negora Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3952);

11, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; ..

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;. _

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21
Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan
- Produk-produk Hukum Daerah; 4

14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional -Nomor 053/U/2001
tentang Pedoman Penyusunan Standar ‘Pelayanan Minimal
Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Dasar Pondidikan D
dan Menengsh; - o

15. Peraturan Daserah Kabupaten Semarang Nomér $ Tahun 2005
tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kega D

Pendidikan (Lembaran Daersh Kabupaten Semarang Tahun 2005
Nomor 5 Seri D Nomor S, Tambahad ‘ Lembaran Daerah

Kabupateq Semarang - Nomor 5); '

16; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2006
tentang 1zin Pendirlan Lembaga Satuan Pendidikan di Kabupaten
Semarang (Lembaran Dasrah Kabupaten Sémarang Tahun 2006
Nomor 2 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 2); .

MEMUTUSKAN

Pendirlan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kaliwungu
dengan membuka program keahilian : v

1. Telydk Mekanik Otomotif; -

2, Taw Busana.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Sckolah Menengah Kejuruan (SMK) Negerd sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU terlotak di Kecamatan Kaliwungu.

Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU mulai tahun Pelajaran 200772008,

Scgala biaya yang timbul scbagai akibat dikeluarkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapstan dan: Belanja Daerah
Provinsi Jawa Tengah,

Ke_pixtwm ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2007.

Tembusan Keputusan inidisampaikan Kepada Yth. ; -

A B LD D

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng; kY
Pimpinan Proyek Peningkatan Mufu SMX Jawa Tengah; t
Kepala Dinas Pendidikan Kab, Semarang; ' K
Kasubdin Dikdasmen pada Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang;
Camat Kaliwungu, Kab, Semarang; o

Kepala Desa Kaliwungu . Kecamatan Kaliwungu Kab, Semarang:
Para anggota Tim. ;

\




